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Abstrak
 

Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target

bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang

inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan

harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan

menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut

disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan,

pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-

klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam

penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan

energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a)

biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan

penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya

kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f)

hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan

energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta

melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan

pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi

Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic

opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma

Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan

Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

<hr>New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence

and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current

renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix

target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation

scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design.

The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials.

The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical

analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply

that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second,

when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over

renewable energy. Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU

Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of

the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-
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business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest

provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme,

government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer.

Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in

Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic

Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who

think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness).


